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BUPATI SUMBA BARAT 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT 
NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA 
DAN SADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

SERTA BIAVA OPERASIONAUINSENTIF KELEMBAGAAN 
KEMASYARAKATAN DESA DI LINGKUP PEMERINTAH DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBA BARAT 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (2) , Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Besaran 

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa 

la innya ; 

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Supati tentang Gaji dan Tunjangan Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa serta Biaya 

Operasional / lnsentif Kelembagaan Kemasyarakatan Desa di Lingkup 

Pemerintah Desa 

1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bal i ,  Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara T imur (Lembaran Negara Republik 

Indones ia Tahun 1958 Nomor 122,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia Nomor 1655); 

2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Repub l ik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kal i , 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia Tahun 2022 Nomor 238 , Tambahan Lembaran Negara Repub lik 

Indonesia Nomor 6841 ); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah 

diubah dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 1  Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Mi l ik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0  Tahun 2016 tentang Sadan 

Permusyawaratan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 89); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Sarat Nomor 1 Tahun 20 15 tentang 

Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat 

Tahun 2015 nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumba Barat Nomor 0050); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 7 ,  Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 0065). 



t 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, 
PERANGKAT DESA DAN SADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA 
BIAVA OPERASIONAL / INSENTIF KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN 
DESA DI LINGKUP PEMERINTAH DESA 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini ,  yang dimaksud dengan:  

1 .  Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat; 

3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

6. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis; 

7. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dibahas dan disepakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa; 

8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa; 

9. Perangkat Desa adalah unsur stat yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 

Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan; 

10 .  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan; 

1 1 .  Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding 

yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru; 
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12 .  Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban; 

13 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa; 

14.  Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterirna kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 

15 .  Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat penghasilan tetap Kepala 
Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada 
Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus 
dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD; 

16 .  Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan 
penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa 
dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan 
dianggarkan dalam APBDes. 

17 .  Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan tertentu 

18 .  Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung 
pelaksanaan suatu kegiatan 

BAB I I  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Desa da lam menganggarkan penghasilan tetap bagi Kepala Desa 

dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

Pasal3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 
a. pemerataan penghasilan guna mengurangi kesenjangan penghasilan antar 

Desa; 

b. meningkatkan kesejahteraan Pemerintah Desa dan BPD ;  

c. memberikan Kepastian Hukum dalam Pemberian penghasilan tetap bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa 

dan BPD ; 

d. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa, dan BPD dalam melaksanakan 

Fungsi ,  Kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melayani masyarakat. 



BAB Ill  
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

1 .  Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

4. Penerimaan lain yang sah; 

5. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; 

6. Honorarium/lnsentif Kelembagaan Masyarakat Desa. 

BABIV 

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 5 

( 1 )  Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap; 

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam 

APBDesa yang bersumber dari ADD; 

(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap 

bulan oleh Pemerintah Desa; 

(4) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang pelantikan pada tanggal 1 

(satu) sampai dengan tang gal 1 5  (lima belas) bu lan berjalan dapat 

diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan tersebut; 

(5) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang pelantikan di atas tanggal 1 5  

(lima belas) bu Ian berjalan dapat diberikan penghasilan tetap terhitung 

mulai bulan berikutnya; 

(6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat 

dibayarkan karena kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat 

Desa, pemberhentian sementara Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa 

dan akibat lainnya, disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa; 

(7) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  dikecualikan 

bagi Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berasal dari 

PNS; 

(8) PNS yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau perangkat Desa 

menerima penghasilan tetap/gaji pokok pada lnstansi lnduknya ; 

(9) Besaran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

menggunakan formulasi penghitungan sesuai ketentuan perundang 

undangan; 

(10)  Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan/atau 

Perangkat Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan. 
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Pasal6 

( 1 )  Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa 

dan kelembagaan masyarakat yang ada di desa, maka diberikan 

honorarium dan biaya operasional. 

(2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  terdiri dari : 

a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. Sekretaris Desa, kepala seksi dan kepala urusan selaku Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

c. Perangkat Desa yang termasuk dalam tim pelaksana kegiatan, tim 

pemeriksa barang dan jasa dan petugas pengelola barang desa; 

d. Tenaga administrasi yang masuk dalam sistim pemerintahan desa selaku 

membantu tugas dan fungsi perangkat desa. 

(3) Kelembagaan masyarakat yang ada di desa sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 1 )  terdiri dari : 

a. Rukun Tetangga/Rukun Warga 

b. Perlindungan Masyarakat (Linmas ); 

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

d. Kader Desa (Kader Posyandu, KPM, 8KB, dan Kader Desa S iaga) ; 

e. Lembaga Adat/Paralegal; 

f. Pernberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 

g .  Pendidikan Anak Usia Dini ;  

h . Perpustakaan Desa; 

i. Karang Taruna; dan 

Pasal7 

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan sebagai ber ikut :  

a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000/ bulan ; 

b. Sekretaris Desa sebesar Rp . 2.224.420/ bulan; 

C. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.022 .200 / bulan ; 

d.  Kepala Seksi sebesar Rp . 2.022.200 / bulan ; 

e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022 .200 / bulan; 

Pasal8 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan 

penghasilan tetap dan tunjangan serta penghasilan lainnya, terhitung sejak 

ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara. 
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BABV 

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 9 

( 1 )  Kepala Desa dan Perangkat Oesa menerima tunjangan selain penghasilan 

tetap. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dianggarkan dalam 

APBDesa yang bersumber dari ADD. 

(3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh 

Pemerintah Desa. 

(4) Kepala Desa dan/atau Perangkat Oesa yang dilantik pada tanggal 1 (satu) 

sampai dengan tanggal 1 5  (lima belas) bulan berjalan dapat diberikan 

Tunjangan terhitung mulai bulan dimaksud. 

(5) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang dilantik di atas tanggal 1 5  (lima 

belas) bu Ian berjalan dapat diberikan tunjangan terhitung mulai bu Ian 

berikutnya. 

(6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan 

karena kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, 

pemberhentian sementara Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan 

akibat lainnya, disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa. 

(7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada 

PNS yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa. 

(8) Besaran Tunjangan Kepala Oesa dan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : 

a. Kepala Oesa sebesar Rp. 500.000/bulan 

b . Sekretaris Desa sebesar Rp. 350.000/bulan 

c. Kepala Urusan sebesar Rp . 250.000/bulan 

d .  Kepala Seksi sebesar Rp . 250.000/bulan 

e. Kepala Dusun sebesar Rp. 250.000/bulan 

BABVI 

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 

Pasal 1 0  

(  1 )  Kepala Desa dan Perangkat Desa selama dalam masa jabatannya 

memperoleh jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 

(2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan yang besaran dan 

pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional. 



(3) Besaran iuran jaminan kesehatan sebesar 5%, yaitu 2% dari Penghasilan 

Tetap yang diterima dan 3% dari Penghasilan Tetap yang dibebankan pada 

APBDesa. 

(4) luran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan 

setiap bulannya ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. 

(5) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. 

(6) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berstatus 

PNS, maupun PNS yang menjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa. 

BABVI I  

PENERIMAAN LAIN YANG SAH 

Pasal 1 1  

(  1 )  Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penerimaan lain yang sah 

yang terdiri dari : 

a. Honorarium pelaksanaan kegiatan/Kepanitiaan dan/atau pengelolaan 

keuangan/barang Desa; dan 

b. lnsentif lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan berasal dari APBD 

Kabupaten. 

(2) Pembiayaan penerimaan lain sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )  

huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. 

(3) Besaran honorarium berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 

(4) Ketentuan pemberian insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf b dilaksanakan berdasarkan pedoman dari Pemerintah Daerah . 

BAB VII I  

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Pasal 1 2  

( 1 )  Pimpinan dan Anggota BPD berhak menerima tunjangan. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan tunjangan 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang juga merupakan Tunjangan 

Kedudukan. 

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan 

oleh Pemerintah Desa. 

(4) Pimp inan dan Anggota BPD yang diresmikan pada tanggal 1 (satu} sampai 

dengan tanggal 1 5  (lima belas} bulan berjalan dapat diberikan Tunjangan 

terhitung mulai bulan tersebut. 
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(5) Pimpinan dan Anggota BPD yang diresmikan di atas tanggal 1 5  (l ima belas) 

bulan berjalan dapat diberikan tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya; 

(6) Pembiayaan Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. 

(7) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan kedudukan 

anggota dalam kelembagaan BPD. 

(8) Besaran Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : 

a. Ketua sebesar Rp. 800.000/bulan; 

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 700.000/bulan; 

c. Sekretaris sebesar 

d. Anggota sebesar 

Rp. 600.000/bulan; 

Rp. 500.000/bulan. 

(9) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD 

dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. 

( 10)  Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa 

honorarium pelaksanaan kegiatan dan/atau kepanitiaan. 

Pasai 1 3  

Besaran honor/lnsentif dan Operasional bagi kelembagaan kemasyarakat desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut : 

( 1 )  Rukun Tetangga (RT) Rp. 275.000/bulan; 

(2) Rukun Warga (RW) Rp. 300.000/bulan; 

(3) Perlindungan Masyarakat (Linmas) Rp. 200.000/bulan; 

(4) Honorarium/lnsentif LPM adalah sebagai berikut :  

Ketua Rp. 300 .000 

Sekretaris Rp. 250 .000 

Bendahara Rp. 250.000 

Anggota Rp. 200.000 

(5) Honorarium/lnsentif LPM ada lah sebagai berikut : 

a. Kader Posyandu Rp. 200.000/bulan 

b. BKB Rp. 200.000/bulan 

c. Kader Pembangunan Manusia Rp . 500.000/bulan 

d. Kader Desa Siaga Rp. 200.000/bulan. 
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(6) Honorarium/lnsentif Lembaga Adat/Paralegal adalah sebagai berikut : 

a. Ketua Rp. 200.000/bulan 

b. Sekretaris Rp. 150.000/bulan 

c. Anggota Rp. 150.000/bulan 

(7) Honorarium/lnsentif pembantu tugas umum desa/operator adalah sebagai 

berikut: 

a. Tenaga Admistrasi Desa Rp. 750.000/bulan 

b. Tenaga Operator Siskeudes Rp. 500.000/bulan 

c. Tenaga Pramubersih Rp. 500.000/bulan 
d. Tenaga Operasional Kantor Rp. 500.000/bulan 

(8) Honorarium/lnsentif Guru PAUD Kelompok Bermain Rp. 750.000/bulan 

(9) Honorarium/ lnsentif Pengelola Perpustakaan Desa Rp. 250.000 /bulan 

(10) Honorarium Tim/Panitia kegiatan lainnya : 

a. Ketua Rp. 700.000/orang kerja; 

b. Sekretaris Rp. 650.000/orang kerja; 

c. Bendahara Rp. 600.000/orang kerja; 

d .  Anggota Rp. 500.000/orang kerja. 

( 1 1  )  Operasional TP. PKK Desa sebesar 10% dari total Dana Desa yang 

dialokasi tiap Desa. 

( 12)  Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% dari total Dana Desa yang 

dialokasi tiap desa. 

BABIX 

MEKANISME PEMBAYARAN 

Pasal 14 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala 

Desa, Perangkat Desa, Sadan Permusyawaratan Desa, Honor Tenaga 

Administrasi, lnsentif anggota perlindungan masyarakat dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang terdapat dalam Rekening Kas Desa dicairkan 

setiap bulan dengan syarat dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur 

dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 



BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 5  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 

Sumba Barat. 

Ditetapkan di W#ikabubak 

Pada tanaal % Apru 2023 

BUPATI SUMBA BARAT 

YOHANIS DADE 

Diundangkan di Waikabubak 

Pada tanggal, 6 pre 2023 

SEKRETARIS DAERAHABUPATEN SUMBA BARAT 

VERMIA NDAPA DODA 

SERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR Q 

Salinan sesuai dengan aslinya 

AGUST} IS E. JAHA, SH 

Pembina Tk. I -- IV/b 

NIP .  19690824 200312 1 006 

Bagian Hukum
Typewritten text
ttd

Bagian Hukum
Typewritten text
ttd




